
1 

 

 
 
 
 
       
 
 

  PEMERINTAH KABUPATEN BURU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU 
NOMOR 17 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BURU, 
 

Menimbang :   a.  bahwa berdasarkan pasal 127 huruf c Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009    tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi  
Tempat Pelelangan  merupakan salah satu jenis jasa usaha yang 
dapat dipungut oleh Pemerintah  Daerah; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pengelolaan dan 
Retribusi Tempat Pelelangan serta sebagai pelaksanaan ketentuan 
pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang 
Retribusi Tempat Pelelangan  dalam Peraturan Daerah;  

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b,  perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958   tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617); 

2.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 3851);  

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
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Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 3961); 

5.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 

6.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang¬undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan   Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3252); 

11.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4230); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
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15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    Nomor 
4737); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Buru.  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU 
dan 

BUPATI BURU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Buru; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Buru; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Buru; 
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Buru;   
6. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buru; 
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan;  
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Buru; 
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru; 
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 
terbatas, perseroan komanditren, perseroan lainnya, badan usaha milik negara 
(BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 



4 

 

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan. 

12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di 
sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan 
kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan 
bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 

13. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang 
ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan 
pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya. 

14. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran 
meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang. 

15. Tempat Pelelangan Ikan  yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang 
disediakan atau dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan 
pelelangan ikan. 

16. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi atas penggunaan tempat yang 
secara khusus disediakan, dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah 
untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan, serta fasilitas lainnya 
yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan. 

17. Petugas Observasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
ditunjuk mencatat data pengelolaan sumber daya ikan. 

18. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun 
seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut. 

19. Bakul adalah setiap orang / yang bertindak sebagai pembeli ikan / pemenang lelang 
di Tempat Pelelangan Ikan. 

20. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya 
berada di dalam lingkungan perairan atau ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang 
dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun 
telah diawetkan. 

21. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan. 
22. Surat Keterangan Memuat Ikan yang selanjutnya disingkat SKMI adalah surat yang 

digunakan untuk mengangkut ikan yang diantarpulaukan. 
23. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 

Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi. 
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 

melakukan tagihan retribusi. 
26. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar 

oleh wajib retribusi. 
27. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan 
Retribusi Daerah ke  Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas 
waktu yang telah ditentukan. 

28. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi 
daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran kepada 
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yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban guna membayar retribusi sesuai 
dengan jumlah retribusi yang terutang. 

29. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan 
dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang. 

30. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusiberdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi 
daerah. 
 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan jasa tempat 
pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.   
 

Pasal 3 
(1) Objek retribusi adalah Penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan 

oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang 
disediakan di tempat pelelangan. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelayanan jasa tempat pelelangan ikan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola  
oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal 4 
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa 

tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan jasa 
tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 

 

BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi tempat pelelangan ikan digolongkan kedalam golongan retribusi jasa usaha. 

BAB  IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 


